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KONSEP GERAKAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Sosio Palitik Islam di Indonesia Pra Reformas dan Pasca Refor masi

Sebelum penulis bahas lebih jauh, perlu terlebihulia dijelaskan
bahwa yang dimaksud dengan politik Islam dalansamliini adalah aktifitas
politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islahagai acuan nilai dan
basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpalitiki belum tentu seluruh
umat Islam. Karena itu, mereka dalam katagori jpotlapat disebut sebagai
kelompok politik Islam. Sebagai pendukung cita-¢#lam, kelompok politik
Islam juga menekankan simbolisme keagamaan dalamoltiik, seperti
menggunakan perlambang Islam dan istilah-istilabl&ean dalam peraturan
dasar organisasi, khittah perjuangan, serta waoalit.*

Politik Islam merupakan hasil penghadapan Islangderkekuasaan
dan negara yang melahirkan sikap dan perilakuikdjiolitical behaviouy
serta budaya politikpplitical culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.
Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memlakia sifat Islam, kondisi
seperti ini bermula dari suatu keprihatinan morah ddoktrinal terhadap
keutuhan komunitas spiritual Isldm.Hal ini terjadi seiring dengan
perkembangan bangsa Indonesia mulai dari sebeluchekeesampai saat ini.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan padagé&nl7

Agustus 1945 memberiakan warisan kepada bangsande@o Warisan itu
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adalah keadaan yang ditinggalkan oleh penjajahnBalaelama lebih dari tiga
ratus lima puluh tahun, warisan penjajah fasis dgpdan situasi internal

bangsa Indonesia akibat gabungan dari kedua hséhbter. Namun dalam

transisi perjalanan bangsa Indonesia pasca kensadggambaran panggung
politik antara Islam disatu pihak dan politik madetipihak lain cukup baik

untuk digambarkan. Tiga periodisasi politik Indaaesdengan jelas

mencerminkan gesekan-gesekan yang masih belumesas@&n secara baik
sehubungan dengan umat Islams a vis kehidupan politik nasional

Indonesia’

Periode Pertama, Pada awal kemerdekaan (1945-18@)pemimpin
muslim yang tergabung dalam masyumi, telah mengkurasikan
perjuangan politik mereka untuk mempromosikan Istminagai dasar negara.
Sebaliknya, golongan Nasionalis-sekuler menolaknisidan mengusulkan
Pancasila untuk digunakan sebagai dasar negar@adil@erdebatan yang
runcing dan panjang di Dewan konstituante antardankgok Nasionalis-
sekuler mengenai apakah Islam atau Pancasila yeag digunakan sebagai
dasar negara. Kedua kelompok ini mencapai kesegrakalitik dalam bentuk
Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalamiapgan para pemimpin
Muslim, Piagam Jakarta dianggap sebagai jiwa dablU945. Kesepakatan
yang lain yang dicapai oleh kelompok Islam dan kgkadalah bahwa

perdebatan mengenai persoalan dasar negara akajutkin setelah pemilu

3 Djayadi HananGerakan Pelajar Islam; dibawah Bayang-bayang Negafagyakarta: Ul
Press, 2002, him. 45



pertama yang akan diselenggarakan pada tahun $88%y selama dimana
situasi yang menguntungkan mengijinkan kedua ketkmpuntuk
membicarakan dasar negara secara lebih detMdshini justeru membawa
akibat terpinggirnya peran politik umat Islam. Bahk politik umat Islam
selalu dicurigai. Mitos yang berkembang adalah lzahmajinasi politik umat
Islam yang bergulir sejak awal kemerdekaan bersiiatical (bermusuhan
dengan konstruksi Ideologi nasional).

Akhir dari perdebatan atara kelompok Nasionaliaasldan kelompok
Nasionalis-Sekuler tentang dasar negara yang dikdw setelah pemilu
1955, oleh Presiden Soekarno dianggap sangat ikemifMenyadari situasi
demikian, Presiden Soekarno mengeluarkan dekria padggal 5 Juli 1959
agar menerapkan kembali Pancasila dan UUD 194§aebasar negara. Hal
ini merupakan bukti bahwa perjuangan para pemimpmiaslim untuk
membangun negara Islam telah gdgal.

Sejalan dengan kian menurunya posisi tawar Isldoagse kekuatan
politik, para pemimpin Masyumi yang militan dalanemdukung ide negara
Islam di sidang konstituante itu dipenjarakan oftelzim Soekarno tanpa
proses pengadilan. Pada akhir 1960 Masyumi bahknbarkan dengan
alasan beberapa pemimpin utamanya (seperti Muhamiatsir dan
Syafrudin Prawiranegara) ikut terlibat dalam perobtakan PRRI. Ketika

rezim Soekarno jatuh, dan mereka keluar dari panjaerta ingin

* Faisal Ismail,Islam Idealitas llahiyah Dan Realitas Insaniyafpgyakarta: PT. Tiara
Wacana Yogya, 1999, him. 174.
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menghidupkan kembali Masyumi, Rezim Soeharto tidakngizinkan.

Sebagai pengganti Masyumi, Soeharto mengijinkaendiknya partai baru
yang merepresentasikan umat Islam yang kelak dieria Parmusi (Partai
Muslimin Indonesia-dibentuk pada tahun 1968), nainelakangan diketahui
bahwa izin itu diberikan bukan semata karena kelaikrezim Soeharto
terhadap komunitas Islam melainkan karena ia mesiksa lebih mudah
mengontrol kekuatan politik Islam melalui partastbut’

Periode kedua, (1970-1990-an) yakni masa kebamgHKittelektual
dari komunitas Muslim di Indonesia. Deliar Noerufig Abdullah, Nurcholis
Madjid dan teman-teman kelompok muda, meskipun ada periode ini
ditandai dengan memburuknya hubungan antara IstaniNegaré.

Pada periode ini gerakan sosio-kultural dalam haldiwakili oleh
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang masimaging pernah
memperjuangkan Islam sebagai dasar negara yangdiemkembali lagi ke
UUD 1945 karena Dekrit Presiden 1955, padahal kptdkelompok Islam
lain tidak semudah menerima dekrit tersebut. Kepkda 1983/1984 rezim
Soeharto menetapkan Pancasila sebagai satu-safigaga bagi organisasi
politik dan organisasi keagamaan, sehingga menplyeang organisasi lain
masuk. NU pun dengan mudah menerimanya. Muhamntadigyah dahulu
menarik diri dari arena politik praktis (1971), daliv tahun 1984, berada di
baris apa yang kemudian disebut sebagai gerakam lallltural. Bagi gerakan

ini, Islamisasi harus mengambil bentuk kulturalisbskan politisasi, gerakan
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Islam harus lebih menjadi gerakan budaya daripadakgn politik’® Mereka
yang sejatinya adalah gerakan kultural mulai kemip@lakukan revitalisasi
kegiatan dalam bidang pendidikan, sosial dan ek@anBevitalisasi kultural
ini mempunyai peran yang besar dalam rangka mehkagalslamisasi baru
yang membuahkan suatu proses integrasi umat Istagialam negara sejak
dekade 1990-an.

Dalam perjalanan sejarah, catatan penting yang iierikan pada
periode kedua ini adalah bahwa transformasi pearkofan praktik politik
umat Islam terjadi dalam suatu situasi di manatigatiasional bersifat tidak
kompetitif. Karena itu, transformasi hanya terjpdda sebagian pemikir dan
pelaku politik. Sementara itu, mereka yang yakimadbeakan kesahehan
(religio-politik) paradigma lama tidak mempunyai skenpatan untuk
mengembangkan gagasan-gagasan politiknya. Dalanmihitlak diketahui
secara pasti (empiris) penjabaran konkrit dalaranisyang secara formal
dikaitkan dengan kehidupan sosio-politik.

Periode ketiga, dimulai dengan mundurnya Presideeh&to dari
jabatanya. Masa yang kemudian sering diasosiasi#@angan periode
Reformasi ini membuat kehidupan sosial-budaya, ekonomitigotnenjadi
kompetitif Dalam situasi seperti itu, seolah-olah apa sajsat dilakukan.
Semangat inilah yang kemudian melahirkan reforrasiipolitik Islam. Tentu
tidak semua pelaku politik Islam mengembangkanrnmedtisasi ini. Dengan

itu, formalisasi pertama-tama mengambil bentuk edikpn Islam sebagai

° Ipid., him. XIV
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simbol dan asas partai. Munculnya partai-partanisinerupakan bukti dari
hal ini. Dalam hal ini ada yang malu-maltin{id) atau parsial melakukan
reformalisasi, ada yang menunggu sampai infrastrukindang-undang
membolehkan, ada juga yang mulai sejak awal begitiode orde baru tutup
buku!* Sehingga dalam periode ini terjadi kemajemukanalditgan
kelompok politik Islam sendiri. Hal ini merupakamasu kenyataan yang tidak
dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukdn merupakan suatu
kelompok kepentingan tunggal. Hal ini sudah jelabuktikan dengan
banyaknya partai-partai dikalangan kelompok Islaaik yang mendasarkan
diri pada ideologi dan simbol keislaman maupun yaegbasis dukungan
umat Islam.

Di Era reformasi dewasa ini terdapat banyak pdgi@m maupun
partai yang berbasis dukungan umat Islam, sepeditaP Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB)aPHKeadilan Sejahtera
(PKS), Patai Amanat Nasional (PAN), Partai KebatagkBangsa (PKB), dan
lain sebagainya.

Fenomena maraknya partai Islam dan partai berlolgigngan umat
Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umatnisidan keragaman
kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-paeesebut merupakan buah
euforia politik yang tidak terelakkan dari proseormasi. Proses reformasi

yang terjadi memang memberikan angin segar kebelzesgi warga negara

1 bid., him. 158.



untuk berserikat dan berkelompok, yang selama BQOntdaerkungkung oleh
kekuasaan absolut sentralistfk.

Reformasi [slah) adalah perubahan sesuatu menuju kondisi yanky lebi
baik. Gerakan reformasi adalah gerakan yang mekgsgéuruh segmen
masyarakat untuk memperbaiki apa yang telah rusadstthgai bidang dan
membawa kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi miek@majuan manusia.

Jadi, Reformasi merupakan satu-satunya kunci pealjalan bagi
demokrasi saat ini. Ada yang mengatakan bahwa mefsir adalah proses
redemokratisasi. Partai-partai politik, kekuatasialp dan para aktor politik
kini tengah berlomba untuk menawarkan beragam kord&n program
demokrasi dalam memasuki era Indonesia baru maalyat sentausa, adil

dan makmur.

. Kerangka Dasar Gerakan Politik 1slam di Indonesia

Pada dasarnya Allah telah memberikan ruang linglang sangat luas
bagi hambaNya untuk melaksanakan segala aktifilassgbagai kodrat
manusia dalam rangka mengabdi pada Sang Pencigtaertangan yang
diberikan Allah kepada hambaNya melalui al-Qur'ahak hanya terbatas
pada penerapan pada hukum-hukum Allah, tetapi ggeenangan membuat
aturan-aturan hukum berkenaan dengan hal-hal yalad diatur syari'ah
secara tegas dan rinci, politik salah satunya.@aslam cita-cita politik yang

dijanjijan Allah kepada orang-orang beriman danab®l sholeh dalam al-

12 1bid., him. 28.
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Quran adalah (1) terwujudnya sebuah sistem pofik berlakunya hukum
Islam dalam masyarakat secara mantap (3) terwugudkeyentraman dalam

kehidupan masyarakat. Cita-cita politik tersebutensimpul dalam ungkapan

8 -
o 44

Y i{)} 3—\,—.\5 odl yakni negeri yang baik dan Tuhan yang pengampun,

yang mengandung konselNégeri sejahtera dan sentdsd

Pada dasarnya, mendirikan pemerintah Islam merapakaatu
kebutuhan Islami dan Insani yang akan menyuguhkpada manusia contoh
hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanamggaral dan materil,
serta keserasian antara kemajuan peradaban deelgdnutan moral. Dengan
demikian fungsi dari pemerintahan Islam adalah kintelestarikan dan
mengembangkan ajaran Islam, menjadikan Islam seb&gih dan sistem,
ibadah dan moral, serta sebagai nilai-nilai kehégugan peradaban.

Sedangkan tujuan dari pemerintahan Islam itu semadialah untuk
mencapai terciptanya identitas Islam dalam masgaraitinya seluruh aspek
kehidupan perorangan maupun pemerintahan harusjakeqpada prinsip-
prinsip nilai Islam. Pijakan itu diwujudkan dalamengikatan diri
(commitment terhadap peraturan-peraturan hukum dan sebagkasipdari
ajaran Islant®

Menurut al-Mawardi, secara garis besar tugas daariypemerintahan

Islam adalah melaksanakan sepenuhnya syari'ah k&g bersumber pada

14 Abdul Muin Salim, Konsepsi kekuasaan Politik Dalam Al-Quradakarta: PT. Raja
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al-Qur'an dan as-Sunnah, untuk menjaga tegaknymaagian menangani
seluruh masalah kehidup&dhBerarti mengurus segala tugas dan kewajiban
sesuai dengan ajaran dan hukum Islam seperti memeliman, menegakan
supremasi hukum, mengatur keamanan wilayah hinggadydluk bisa
merasakan hidup tentram dan aman, menjaga perbatagara dengan
berbagai peralatan yang dimiliki, melindungi serelayani hak-hak
perorangan maupun kolektif, memungut pajak dan nmapglkan zakat,
mengatur anggaran belanja untuk gaji karyawan ptgabat, mengangkat
pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki serémgawasi tugas-tugas
seluruh  personal terutama menguji para pelaksangjastiwgas
kemasyarakatan.

Untuk dapat mengondisikan suatu negara agar siségara lebih baik
dan merealisasikan ketertiban, al-Mawardi mengekarkabahwa perlu
adanyalmamah (pemimpin) atauKhalifah. Imamah atau Khalifah adalah
pengganti posisi nabi untuk menjaga kelangsungamagdan urusan dunia.
Secara tersirat bahwa bentuk negara yang ditawatlkisiawardi lebih kepada
Teokrasj yakni menjadikan agama dan Tuhan sebagai pedodadeim
bernegara. Bahwa pemerintahan merupakan saranak umignegakkan
hukum-hukum Allah, sehingga pelaksanaannya puralsarddan dibatasi oleh
kekuasaan Tuhalf.

Sepanjang perjalanan sejarah kenegaraan Indonad#,beberapa

upaya yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu daasyarakat Muslim

I Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardal-Ahkam al-Sultaniyah Surabaya:
Syirkah Bngil Indah, tt., him. 5.
'8 Ibid., him. 29.



untuk mendirikan negara Islam yang mengimplemekaasisyari‘at Islam.

Gerakan-gerakan seperti itu tidak jarang berupagmacapai tujuannya dengan
melakukan pemberontakan bersenjata terhadap peaterindonesia atau
menggunakan cara-cara kekeraSan.

Gerakan politik dewasa ini seringkali mendapatkamygapan negatif
dari berbagai kalangan baik dari pihak Islam semdaupun dari pihak non-
Islam. Pasalnya, gerakan Islam terkesan kurangumgmg nilai "Demokrasi”
atau lebih menunjukkan sikap militansinya atau #&mdntalis dan
konservatifnya. Anggapan semacam ini tidak selamalapat diterima, sebab
sebuah gerakan hanya dapat menilai secara objykétislam dapat dipahami
secara luas, mendalam dan benar. Di samping it ditgntukan oleh sejauh
mana dalam melakukan interaksi dengan pelaku-pelgéakan Islam.
Pandangan yang bernada minor terhadap gerakan ¢slantarkan terutama
oleh kalangan barat, yang secara umum baru digkaira meluas oleh dunia
barat pada dekade terakhir.

Danial Pipes mengatakan bahwa kebangkitan Islantaladsebuah
kekuatan yang melakukan kegiatan dengan militamta sdidorong oleh
kebencian terhadap pemikiran-pemikiran barat. ldalga diungkapkan oleh
Moltimer Suckerziman, dengan menyatakan bahwa:a'l§edang berada
digaris depan pertempuran yang telah ada sejalsamtdahun lamanya.

Sebuah rintangan besar bagi para ekstrimis yang mgmbenamkan nilai-

19 Taufiq Adnan Amal, dkk;Politik Syariat Islam" dari Indonesia Hingga Nigar Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2004, him. 65.



nilai barat yang dinilai jahat itu ke dalam laugpserti yang pernah mereka
lakukan terhadap para pejuang krist&n.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangarsepsi antara
dunia Barat dengan dunia Islam. Dengan demikian se&ulerisme menjadi
faktor esensial dalam menelusuri akar-akar kelahgerakan politik Islam di
negara-negara yang mayoritas Islam, termasuk IsiBngang menjadi
pembahasan dalam skripsi ini. Meskipun, tentu teajeadap faktor-faktor lain
yang menjadi penyebab berkembangnya pergerakam Iplalitik. Namun
pada akhirnya adalah bahwa sekulerisme vyang substéprinya,
memisahkan antara agama dan dunia, agama dengama régu memisahkan
politik dengan agama secara total, merupakan s$epérdentangan karena
bertolak belakang dengan pandangan hidup Islam.

Hampir semua pembahasan pergerakan Islam menentitikaerang
bahwa sekulerisme adalah masalah yang sangat lkdedem tubuh umat
Islam di era modern. Karenanya jika seorang pengkaj peneliti tentang
sejarah keruntuhan Islam dewasa ini, umumnya tidatnah lepas dari
sorotan kepada negara Indonesia yang memang digiuelangkan sebagai
negara sekuler pasca kemerdekaan.

Bagi umat Islam, kemerdekaan bangsa Indonesia rleanphal yang
sangat disyukuri dan ditunggu-tunggu. Umat Islammaueg memiliki
legitimasi historis untuk merasa paling berkepeyaim dengan kemerdekaan

tersebut.Pertama Sebagian besar wilayah nusantara dihuni oleh ustan

2 A. Gregez FawwazAmerika dan Islam Politik; Benturan Peradaban atBenturan
KepentinganTerj. M. Nuroddin Usman, Jakarta: Gema Insang&r2002, him. 29.



dan hampir disemua wilayah yang mayoritas umaimderjadi perlawanan
yang sangat gigih terhadap penjajah. Misalnya,gefsceh, perang di Jawa
pada umumnya, perang di Kesultanan Palembang, tdeanl Banjarmasin,
Kerajaan Gowa dan Tallo dan lain-lainnyidedua, Ajaran Islam sangat
berkepentingan dengan pelaksanaan Syari'at Islaarasdebas dan diatur
oleh orang Islam sendiri. Itu berarti bahwa umdants harus memiliki
kemerdekaan sendiri dan tanah air sendiri yang aoéatl Ketiga, Para
penjajah yang menyengsarakan rakyat jelas-jelaandgpandangan Islam
adalah kafir. Berjuang memerdekakan diri dari oreafty adalah sebuah jihad
yang besar dan muli&eempat,Umat Islam berjumlah mayoritas sehingga
apabila kemerdekaan dipandang sebagai penyeldsaimik bagi bangsa ini,

maka umat Islam-lah yang akan mendapatkan kebgiam lebih banyak:

C. Konsep dan Teori Kepolitikan Organisasi Islam Ekstra Parlementer di
Indonesia
Pemilihan umum tahun 1999 merupakan babak barushangonesia
dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan berne§alain sebagai
instrumen penting dalam memberi legitimasi bagi @émahan yang tengah
mengalami degradasi kepercayaan publik yang lwesabdramatis. Sekalipun
sama-sama dapat diperlakukan sebagai pemilu tramais/ang melegalisasi

peralihan rezim.

2 Djayadi Hanangp. cit, him. 48.



Sebagai gambaran, Pemilu tahun 1999 yang tidak nasiigan
pemenang mayoritas merupakan salah satu implikigsindkannya sistem
pemilu multi partai. Hal yang akan terjadi kemudgatalah bahwa ketika hasil
pemilu tidak memunculkan pemenang yang dominanantedadi kompromi
politik, baik di kalangan legislatif maupun eksekut

Politik "dagang sapf merupakan suatu kenyataan pasca pemilu 1999,
berawal dari terpilihnya Abdurrahman Wahid sebaeesiden, Megawati
Wakil Presiden, Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR Aarnn Rais sebagai
Ketua MPR, dalam sidang umum MPR 1999, keberadadetyih berbau
kompromi politik dan terkesan bagi-bagi kekuasaampdda ketulusan untuk
menciptakan proses demokrasi yang sesungguhnyan&amereka yang
berada dipuncak lembaga-lembaga tinggi negara wsebgh merupakan
politisi yang mendominasi wacana politik bangsacpdengsernya Suharto.

Pasca jatuhnya rezim Suharto sering disebut erariRasi, ditandai
dengan euforia demokrasi dan liberalisasi poliakgy luar biasa. Reformasi,
karenanya meretas jendela kesempat&indqows of Opportun)ybeberapa
gerakan Islam radikal, seperti Front Pembela Isl@&RI) Persaudaraan
Muslim se-Dunia, dan Persatuan Pekerja Muslim led@n (PPMI), Laskar

Jihad (LJ), Forum Komunikasi Ahlus Sunah Wal Jam@iAWJ), Hizbut

2 politik "dagang sapi" adalah suatu Istilah sedeshgang artinya sistem politik yang
disusupi jual beli kepentingan. Hal ini sering &€lijdalam sebuah struktur jabatan, dan semuanya
dapat terjadi tergantung siapa yang berkepentingatam Situsinternet http://www.hizbut-
tahri.co.id diakses pada tanggal 23 Desember 2009, Jam 20180.




Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin IndonesigMMI) untuk
mengaplikasi suara mereka yang lama terbungkam.

Tuntutan umum gerakan Islam tersebut di antaracigah Piagam
Jakarta dimasukkan ke dalam amandemen UUD 1945ak&er Islam
memandang Piagam Jakarta merupakan mahkota uraat. ISecara umum
gerakan Islam tersebut sepakat melaksanakan $ydsfam secara total di
Indonesia.

Usulan pelaksanaan Syari‘at Islam tersebut didukpagai-partai
Islam, yaitu di antaranya Partai Persatuan Pemloemg(PPP), Partai Bulan
Bintang (PBB), Partai Daulat Ummat (PDU). Sementardraksi Reformasi
yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) daartai Keadilan (PK)
mengusulkan perubahan teks pada ayat 1 menjadiligeain yang Maha Esa
dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi ngiassing
pemeluknya”. Usulan fraksi reformasi lebih inklusifbandingkan dengan
Piagam Jakartd'

Sementara itu, ketika sebagian parlemen yang didmsnpartai Islam
mempunyai keinginan untuk memasukkan Piagam Jak&da dalam
amandemen UUD 1945 berbuah kegagalan. Oleh kargala tnemperoleh
dukungan mayoritas parlemen maka mereka menempreh lam, yakni
gerakan Ekstraparlementer. Yaitu membentuk gerbkagerak diluar system
politik yang berlaku dengan melakukan gerakan-gerglada saat yang sama

secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangarggia¢ken program

% zainul Kamal, dkk.,Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Peraikirlslam
KontemporerJakarta: Paramadina, 2005, him. 488.
2 Abuddin NataJok. cit, him. 27



Islamisasi masyarakatls{amizing Sociely melalui pengajian-pengajian,
halagah, Islamisasi masyarakat dapat dipahami aelmagu loncatan untuk
mewujudkan Negara Islaf. Kebanyakan gerakan ekstraparlementer ini
dilakukan Ormas Islam dan Nasionalis (LSM), MahaaisPers dan salah satu
dari itu adalah Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia I[jHDimana dalam posisi
sebagai organisasi yang bergerak dan berjuangrbarsama masyarakat bisa
menyalurkan aspirasinya kemana-mana, termasukrkenpen, ke masyarakat
tanpa dicurigai ada kepentingan politfk.

Kehadiran Oposisi Ekstraparlementer yang direptasé@n oleh
Ormas, (LSM), Mahasiswa, Pers juga mempertegas damslakukan oposisi
terhadap pemerintah bukan hanya pekerjaan pariikph dalam parlemen
dan elit politik saja, melainkan juga pekerjaang/bisa dilakukan oleh siapa
saja baik didalam parlemen maupun di luar parlerbark secara individu
maupun kelompok organisasi atau jaringan. Bahkarsispyang terserak di
tengah masyarakat justru menjadi kekuatan yangrlseam menyokong
demokrasi, walaupun keberadaan oposisi ekstrapantem tidak bisa
menggantikan posisi pemerintah, lain hal oposisigydilakukan oleh partai
politik di dalam parlemen yang suatu ketika akarmmenyai peluang untuk
menjadi penguasa.

Hak-hak dan kebebasan beroposisi dimana pun da@ankaun

merupakan gejala alamiah kebebasan berfikir, kaadibn persamaan. Jika di

% Http://www.Detikcom-Jakarta Ridwan Al-MakassariDilema HAM di Indonesi,: diakses
pada Selasa 16 Desember 2008, Pukul 09.53 WIB.
% Wawancara dengan Ust. Ir. Abdullah (Ketua HTI Jawagah), pada hari Sabtu, tanggal 2
Janggri 2010, Pukul 17.00-18.30 WIB di kediamannya.
Ibid.




masyarakat yang kebebasan berfikir atau kebebasankorhentar
terapresiasikan dan dihargai, maka tidak bisa kkela lagi sikap adanya
oposisi ini. Jika kebebasan, keadilan dan persankagandil dalam aturan-
aturan undang-undang dasar dalam hukum Islam, rdgsastikan Islam
menerima oposisi dan memeliharafya.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan itu adalblattananusia,

sebagaimana Allah berfirman :

.
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Artinya :

"Jikalau tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikanusia umat
yangzgsatu, tetapi mereka senantiasa berselisih gead (Q.S. Hud {11}:
118):

% Dimyati Rifa'l (Penj.)Tantangan politik Negara IslanMalang: Pustaka Zamzami, 2003,
him. 71.

% vayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Repamt Agama Rlal-Quran dan
TerjemahnyaJakarta: PT. TEHAZED, 2009, him. 315.



